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DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGA RAHMATTUHANYANG MAHAESA

BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR42 TAHUN 2023

TENTANG

BUPATI TANA TORAJA,

bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Lembang Tahun Anggaran 2023, secara transparan,
akuntaltel, partisipatrf serta clilaksanakan dengan tertib dan
clrsiltlit-r anggaralt perlu adanva pedoman penetapan
Penghastlan Tetap pemerlntah kmbang, Tunjangarr
Pemerintah I-embang, Badan permusyawaratan kmbang,
Tambahan Penghasilan kepala Lembang, Honorarium pKpKL,
PPKL, Standar Biaya perjalanan Dinas dan Biaya Transport
di Lembang;
bahwa sehubungan dengan bertambahnya Dana Alokasi
Lembang dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023, maka
Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 29 Tahun 2023
tentang Pedoman Penetapan penghasilan Tetap pemerintah
Lembang, Tunjangan pemerintah kmbang, Badan
Permusyawaratan Lembang, Tambahan penghasilan Kepala
kmbang, Honorarium pKpKL, ppKL, Standar Bia_va
Perjalanan Dinas dan Biaya Transport di l,embang Tahun
Anggaran 2023 periu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Nomor 29
Tahun 2023 tentang Pedoman penetapan penghasilan Tetap
Pemerintah Lembang, T\rnjangan pemerintah Lembang,
Badan Permusyawaratan tembang, Tambahan penghasilan
Kepala Lembang, Honorarium pKpKL, ppKL, Standar Biaya
Per.lalanan Dinas dan Biaya Transport di Lembang Tahun
Anggaran 2023;
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-dearah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun i959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5a9s);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55g7), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang_Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan
Peraturan pemerintah pengganti Undang_Undang Nomor2 Tahun 2022 Lentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6g56);

4. Undang-Undalg Nomor 1 Tahun 2022 tentangHubungan
Keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

5. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan pelaksanaan Undang_Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa (l,embaran Negara R-epublik indonesiaTahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimarra telah diubah
bebs12p. kali terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor'1 1 Tahun 2019 tenlang perubahan Kedua Atas peratura,
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan
Pelaksarraan Undang_Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentartgDesa (*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 632 1);

6. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentangDana Desa yang Bersumber dari Anggaran pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5S5g), sebagaimana telahdiubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor g
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 57, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5E64);
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor gO Tahun 20 15
tentang pembentukan produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebaeaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O1g tentang perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor gO Tah u n
2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 201g Nomor I57);

B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 201g
tentaxg Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 20lg Nomor 611);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun
2013 tentang penetapan Nalna dan Jiiftlah Kecamatan,
Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja
(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013
Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun
2015 tentang Pedoman penyusunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Lembang (l,embaran Daerah Kabupaten
Tana Toraja Tahun 20lS Nomor 2, Tambahan kmbaran
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 0g);

ii. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun
2015 tentang Badan permusyawaratan Lembang
(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja Nomor 09);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10
Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan l€mbaran
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana
Toraja Nomor 4 Tahun 2022 terrtang perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja Tahun 2022 Nomor 4l

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 06
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggran 2023 (l,embaran Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 06);

14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 16 Tahun 201g
tentang Daftar Kewenangan Lembang Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala l,embang
(Berita Daerah Kabupaten Tana Toraj a Tahun 20l g Nomor
16);

15. Pcraturan Bupati Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2Ol9
tcntang Pcngelolaan Keuangan kmbang (Berita Daerah
Iiabrrpaten Tar-ra Toraja Tahun 2019 Nomor 04);



16. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 34 Tatrun 2022
tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Beirta Daerah Kabupaten
Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 34) peraturan Bupati
Tana Toraja Nomor 40 Tahun 2023 tentang perubahan
Ketiga Atas peraturan Bupati Nomor 34 Ta}run 2022
tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Benta Daerah Kabupaten
Tana Toraja Tahun 2O23 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR')g TAHUN 2023TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PNTVCTTASTT.NN TETAPPEMERINTAH LtrMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAHLF]MBANC. BADAN PERMUSYAWARATAN LEIVIBANC,TAMIJi\HAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANC, HONORARIUM,
PKPI(I.. i,PIiL, STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DANBIAYA TRANSPORT DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2023.
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Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai

Menetapkan

1. Ketentuan

berikut:

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam _peranturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentangPedoman Penetapan Penghasilan Tetap pemerintah Lemba"g, 

- 
i"";""g..Pemerintah Lembang, Badan pern usyawaratan Lembangl Tambahan

Penghasilan Kepala Lembang, Honorarium pKpKL, ppKL, Standar Biava
Perjalanan Dinas dan Biaya Transport di kmbang Tahun anggaran 20iJ
(Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 29), diriEah sebagai
berikut:

Pasal 2
(1) Penghasilan tetap kepala kmbang, Sekretaris Lembang dan perangkat

Lembang lainnya dianggarkan dalam ApBL yang bersumber dari ADL.
(21 Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala Lembang

hanya mendapat tunjangan kepala Lemtrang dan pendapatan lainnva
yang sah.

(3) Besaran penghasilan tetap Kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan
Perangkat Lembang lainnya dengan ketentuan:
a. besaran penghasilan tetap kepala kmbang Rp.2.700.000,- (dua juta

tujuh ratus ribu rupiah)
b. besaran penghasilan tetap sekretaris Lembang Rp.2.250.000,- (dua

juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
c. besaran penghasilan tetap Kepala Seksi dan Kepala Urusan

Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).
d. besaran penghasilan tetap Kepala Kampong Rp.2.050.000,- (dua juta

lima puluh ribu rupiah).
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sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana
Toraja.

Ditetapkan di Maka_le

ggal lt{ JuLt 2o.r3
o 4rt

,.

*
A TORAJA,

S ALLORERUNGo

Diundangkan di Makale
,5 JUL\ 2023

DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

SAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORA"IA TAHUN 2023 NOMOR42



LAMPIRAN
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: PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR . rl2 TA\tuN 2O)3

TANGGAL :tq JUL\ 4of3
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA

TORAJA NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP
PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN
PEMERINTAH LEMBANG, BADAN
PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN
PENGHASILAN, HONORARIUM PKPKL, PPKL,
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA
TRANSPORT D
2023.

I LEMBANG TAHUN ANGGARAN

PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN
PEMERINTAH LEMBANG, BPL DAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Jumlah/
bulan(Rp)

2.750.000,_

2.0s0.000,-

2.050.000,-

200.000,-

1.000.000,

800.000,-

600.000

NA TORAJA,

ALLORERUNG

1

8 Wakil Ketua BpL

Sekretaris BpL9

No. Jabatan Penghasi-
lan Tetap

Tunjangan Tambahan
Penghasilan

1 Kepala l,embang 2.700.000,_ 1.500.000,- 4.200.oo0,_
Sekretaris l.embang2 2.250.ooo,- 500.000,-

3 I{epa1a Seksi 2.050.000,-
4 Kepala Urusan 2.050.000,_ 2.050.000,-
5 Kepala Kampong 2.050.000,-

Staf Perangkat
Lembang

1.000.000,- 1.000.000,_

1.200.000,-

1.000.000,_

800.000,-
10. Anggota BPL 600.000,-


